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WALIKOTA PALEMBANG 

PE.RATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 38 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

: a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak A;r Tanah, maka untuk 
memberikan pedoman yang Jelas dalam pelayanan pemungutan pajak 
air tanah, perlu menetapkan Persyaratan, Mekanlsme dan Prosedur 
Tetap Pemungutan Pajak A;r Tanah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, per1u menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Air 
Tanah. 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Ropublik lndonecia Nomor 5038); 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daemh dan 
Re1ribusi Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049}; 

7. Pe,aturan Pemerintah Hornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerin!ahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsi, dan Pemerinlahan Daerah Kabtipalen/Kola (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Penerimaan Pendapatan lain-lain.; 

9. Peraturan Daerah Kata Palembang Nornor 1 T ahun 2000 tentang 
Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2000 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kata Palembang 
Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peratvran 
Daerah Kola Palembang Nomor 13 Tahun 2007; 

11. Peraturan Daerah Kola Palembang Nornor 15 T ahtm 2004 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Operasional Ponyidik Pegawai Negerl Sipil 
(Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2004 Nomor 31): 

12. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Kola Palembang (lembaran Daerah Kola 
Palembang T ahun 2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kefja Dinas Oaerah 
Kola Palembang (lembaran Daerah Kola Palembang T ahun 2008 
Nomor9}; 

14. Peraturan Oaerah Kola Palembang Nornor 2 Tahun 2011 tentang 
Pajak Air Tanah (lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2011 
Nomor 2 Seri B). 

MEMUTUSKAN: 

: PERAT\JRAN WAUKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN, 
MEKANISIIE DAN PROSEDUR TETAP PEIIUNGUTAN PAJAK AIR 
TANAH_ 

BABI 

KETENTUAN UIIUM 

Pual1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Oaerah adalah Kola Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemenntah Kola Palembang. 
3. Walikota adalah Walikol.a Palembang. 
4. Dinas Pendapatan Oaerah adalah Oinas Pendapatan Daerah Kola 

Palembang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Oinas Pendapata.n Daerah Kola 

Palembang. 
6. Pajak Air Tanah arialah Pajak at,,~ pnngut,,n kl'.()iJ>tan r,,,ng,,mt,il,.n 

dan/atau pemanfaatan A'r Tanah. 
7. Air Tanah aclalah air yang ten:lapat dalam lapisan tanah ata.u dibawah 

permukaan tanah. 
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8. Kas Umum Daerah ada/ah Kas Pemerintah Kola Palembang. 
9. Bendaharawan Khusus Penerima un1uk selanjutnya disingkat BKP 

adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang. 

10. Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas terten1u dibidang pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

11. Badan adalah sekumpulan orang daNatau modal yang ~ 
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meJiputi perseroan 
tef'batas. perseroan komandiler, perseroan lainnya. badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama 
den bentuk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana pengsiun, 
peJSekuruan. perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotono pajak dan pemungut p;,jok yeng mempunyai hak dan 
k8W8Jtoon perpajakan sesuai dengan keteotuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 

13. Masa Pajak adalah jangka waklu 1 (satu) bulan kalender yang rnenjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk rnenghitung, me~ dan meiapor1<an 
pajak yang terutang. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Oae<ah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah swat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk meiaporlcan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak dan/alau harta dan kewajiban sesual dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan petpajakan daerah. 

15. Surat Setoran Pajak DaErah yang selanjutnya dislngkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah d~akukan dengan 
menggunakan foonulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Walikota. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer yang selanjutnya 
dislngkat SKPDKB adalah Surat Kelelapan Pajak ya119 menenll.Qn 
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredil pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus <ibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak ya119 
menentukan tambahan alas jumlah Pajak yang ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pa;al< Oaetah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
dari pajak yang temutang alau tidak seharusnya te<hutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPON 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak 
sarna besamya dengan jumlah kred~ pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

20. Surat Tagihan Pajak Oaerah yang selanjutnya dislngkat STPO ~alah 
surat untuk rnelakukan tagihan Pajak dan/a1au sanksi adminilrasJ 
berupa bunga dan/atau denda. 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun <Ian mengolah 
data. keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif <1an. 
profesional ben:lasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengui, 
kepatuhan pemenuhan kewajiban pe, pajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan pe,pajakan daerah dan retri>usi daerah. 
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22. Penyidikan Trndak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipif yang 
selan]utnya disebut Penyidik, untuk rnencari serta mengi.mpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dlbldang Pajak 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BABII 

PELAKSANAAN PEIIUNGUTAH 

Paul2 

(1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan stmber air lanah. 
dipungut Pajak Air Tanall oleh Walikota melalui Oinas Pendapatan 
Daerah. 

(2) Sesuai dengan toga& po4(ok dan fungsinya, Olnas Pendapatan Daerah 
ditetapkan sebagai unit lce.,ja yang molaksanakan prO"..o<> penelitlan 
administrasl dan penetitian teknis dalam raogka pemungutan Pajak Air 
Tanah sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosectur tetap 
yang diatur dalam Peratunon ini. 

Paul3 

(1) Proses penyelesaian permohonan pembayaran Pajak Alr T anah 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, dapat disesuaikan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari ketja sejak diterirnanya pemiohonan yang 
lengkap dan memenuhi •yarat. 

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 
dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. 

(3) Permohonan yang ditclak karena tidak memenuhi persyaratan 
administrasl dan atau persyaratan teknis, akan diberitahukan kepada 
Pemohon secara tertulis clengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. 

Pasal4 

(1) Terhadap permohooan yang telah memern.!hi persyaratan, diminta 
penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan 
tentang Pemungu1ao Pajak A-. Tanah. 

(2) Selelah d~ Keputusan Walil<ota dimaksud, Kepala Olnas 
menerbitkan Surat Keletapan Pajak Daerah (SKPO). 

(3) Apabi1a Keputusan Waikota tentang Pemungutan P3i:'k A!r T anah 
audah dltetapkan oleh Walikota, Pemohon membayar PIIJ&k Air T-'i, 
kemudian diterbitkan Pellkan yang ditanda tangani oleh Kepala Olnas 
untuk disampaikan kepada Pemohon. 

Paaal5 

(1) Tata cara pemungutan PajakAlt Tanah dari ~ sampai dengan 
penagihan sesuai dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) PaJak Daerah. 

(2) Oalam hal kegiatan pendataan, Oinas Pendapatan Daerah dapat 
melakukan l<erjasama (le(,gan pihak lai<\ untu!< ~ data yang 
akurat dan uptodate dari Wajib Pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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BABIII 

PENGUKUHAH PENGUSAHA KENA PAJAK 
Pua16 

(1) Wajib Pajak AJr Tanah adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengarnbilan dan/atau pemanfaatan AJr T anah 

(2) Wajib Pajak harus melaporkan kegialan kepada Oinas Pendapatan 
Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya 
dimulai untuk dikukuhkan menjadi Pengu,;aha Kena Pajak_ 

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetbitkan Surat Keputusan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan membefikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta Maklumat sebagai tanda untuk 
diketahui umum. 

(4) Dikecualikan dari objek Pajak AJr T anah adalah : 
a Pengambjlan dan/atau pemanfaalkan AJr T-'1 unluk keperiuan 

dasar rumah tangga, pengairan pe,1anian dan petikanan rakyat, 
serta pel'ibadatan. 

b. Pengambilan dan/etau pemanfaatan AJr Tanah lainnya yang diatur 
dengan Peraturan Daerah. 

BABIV 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Paaa17 

(1) Dasar peogenaan Pajak AJr Tanah adalah Nilai Perolehan AJr Tanah. 
(2) Nilai Pamlehan AJr Tanah sebagaimana dinaksud pada ayat (1) yang 

dihitung dengan mempettimbangkan sebagian atau seluruh faktor -
raktor berikut : 
a. Jenis sumber air; 
b. Lokasi sumber air; 
c. Tujuan pengambilan dan/atau pernanfaatan air, 
d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. Kualitas air; 
f. Tmgkat kerusakan lmgkungan yang <fl8kibatkan oleh pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air 
(3) Penggunaan faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dises<Jaikan dengan kondlsi masing - masing daerah. 
(4) T arif Pajak A'lr tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh pernefl). 
(5) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang temutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn ayat (4) dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ). 

Pasal8 

Nilai Perolehan AJr Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 7 
teteantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidal( lerpisahl<an 
dari Peraturan ini. 

BABV 

SURAT PEIIBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal9 

(1) Wajib Pajak harus melapo<bn kepada Walikota lentang perhilungan 
p"j"I( terurang dalam ja,gka waklu paling lamb:at 10 (cepuluh) hari 
setelah akhir rnasa pajak dengan menggunakao SPTPO yang dilsl 
dengan jelas, benar, lengkap dan dilanda 1angani. 
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(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksoct pada ayat (1 ), harus mengambil 
sendiri SPTPD pada Dinas Pendapatan Oaerah, 

(3) Wajib Pajak adalah Badan, maka SPTPO harus dil:anda tangani oleh 
pengurus atau Direksl <Ian apabila diisi orang lain selain Wajib Pajak 
harus melampirkan Surat Kuasa Khusus. 

(4) SPPO yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Dw,as 
Pendapatan Oaerah harus diberi tanda bukti penerima oleh Petugas 
Dinas Pendapatan Daerah. 

(5) Kepada Oinas atas -nangnya befhak melakukan penelitian dan 
pemeriksaan temadap kebenaran dari isian SPTPO. 

BABVI 

PEIIBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK 

Paaal 10 

(1) Penetapan dan ketetapan pajak dipemltungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah diteliti. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang tidak tergantung 
pada adanya SKPD. 

(3) Berdasarkan SPTPO, pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan 
SKPO. 

Paaal11 

(1) Kepala Dinas be~nang melakukan pemeriksaan untul< rnenetac>l<an 
jumlah pajak terutang dari hasil Pajak Nr T anah dalam rangka 
melaksanakan Peraturan lni. 

(2) Untuk keperluan pemeri<saan Petugas Pemeriksa harus melengkapi 
dengan Surat Penntah Tugas dan harus memperlihatkan kepada Wajib 
Paj.lk yang d~riksa, 

(3) Wajb Pajak yang diperiksa wajib : 
a. Memperlihatkan dan atau rneminjamkan pembukuan atau 

pencatatan dokumen lain yang bemubungan dengan kegiatan 
usaha Wajib Pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan di tempat atau 
ruangan yang dianooap perlu dan memberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. 

c. Memberikan kesanpatan kepada petugas ootuk melakukan 
pemeriksaan Kas (cash opnameJ. 

(4) Wajib Pajak tidak rnemenuhi kewajiban sebagalmana dimaksud pada 
ayat (3), maka pajak - pajak terutang dite.....,_n secara taksiran atau 
jabatan. 

(5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
lain sena tidak memberikaan kelerangan yang diminla, Wajib Pajak 
yang terkait oleh suatu kewejiben untuk merahasiakannya, make 
kewajiban untuk mershasiakannya ditiadakan alas permintaan untuk 
kepenuan pemeri<saan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Paaal 12 

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan Peraturan Oaerah 1entang Pajak 
Air Tanah diperlukan ke1erangan yang benar atau bukti yang sah dari 
pjhalc ketiga yang mempunyai hubungan deogan Wajib Pajak yang 
diperiksa, alas penninlaan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Kepala 
Dina&, pihak keli9a te,·,..,t,ul harus member1kan keterangan atau bukti 
yang diminta. 
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(2) Dafam pihal< ketiga sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), teri<alt oleh 
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan 
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. · 

P898113 

Waikota atau Pejaba.t yang dltunjuk dapat melakukan penyegelan tempat 
usaha atau ruangan tertantu apabila : 
a Wajib Pajak tidak memenuhi kewaiiban sebagainana dinaksud dalam 

Pasal 10 pada ayat (3). 
b. Wajib Pajak tidak menyetotkan pajak terutang, sehingga dapat 

menimbul<an kerugian pada Daerah. 

BAB VII 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal14 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadl 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melapoo<an pajak 
yang terutang. 

Pasal1S 

Pajak yang terutang adalah pa)ak yang harus dlbayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak. dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

BABVIII 

PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal 18 

(1) Penetapan dan ketetapan pajak dipemilungkan sesuai dengan isian 
SPTPO yang telah <foteliti. 

(2) Berdasarkan SPTPD sebagainana dimaksud pada ayat (1). diletapkan 
pajak terutang dengan penerbitan SKPO. 

(3) Apabila SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2). tidak atau 
kurang bayar setelah lewat waldu paling lama 30 (tiga puluh) hari ~ 
SKPO diterirna. dikenakan sank$i administrasi berupa bunga 2 % (dua 
persen) sebulan dan ditagih dengan menert>itkan STPD. 

BABIX 

TATA CARA PEIIBAYARAN DAN PEHAGIHAN 

Pasal17 

(1) Pajak lerutang harus cilunasi selambat-lambatnya pada taoggal 1S 
(lirna belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang deogan 
menggunakan SSPO. 

(2) Pembayaran pajak teMang harus dilakukan dan d~or sel<aligus atau 
lunas. 
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(1) Waji> pajak dapat mengaju(an pem10honan pengurangan, keringanan 
dan penghapusan pajak kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan 
Daerah ams SKPD/STPO untuk 1 (satu) masa pajak tertentu dalam 
janglca waklu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPOOTPO. 

(2) Pefmohorian pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak 
sebagainana dimaksud pada ayat (1), dengan membuat alasan-.alasan 
yang jelas sert, didukung dengan bukti yang sah sekaligus 
meoyebulkan jumfah pajak terutang menurut perhilungan Wajb Pajak. 

(3) WalikOla dalam jangka waklu 12 (dua belas) bulan sejak 1anggal 
diterimanya permohooan harus memberikan keputusan. 

(4) Apabila -"'nhonan yang dimollonkan olch Wejib Pajal<, sebagai,n,,na 
dimaksud pada ayat (3), Walikota be1um memberikan kspUlusan, rnaka 
permohonan yang dimohonkan dianggap di<abulkan. 

(5) Keputusan Waiikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 
berupa menerima seluruhnya ati,u sebagian, menolak. atau menambah 
besamya pajak yang leftaJtang. 

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidal< 
menunda kewajiban membayar pajak <Ian tindakan penagnan. 

Paa.119 

Bentuk, jenis dan isi fonnijir untuk penagihan pajak serta landa bukti 
pembayaran dan pet lei• ilddn pajak, masing-masing sesuai dengan Sistem 
dan Prosedur (Sisdur} Pajak Daerah. 

BABXI 

SISTEII PEIIUNGUTAN PAJAK 

Pasal 20 

Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, ad.a 2 (dua) cara : 
1. Sistem Menghilung Sendiri (Self Assesment System) 

Yaitu Wajib Pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor sendiri 
pajaknya. 

2. Sistem Keletapan (Offlci&I Assesmenl System) 
Yailu Ketetapan Pajak Langsung diletapkan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah berdasar1<an laksasi. 

BAB XU 

PERSYARATAN 

Paal21 

Persyaratan administrasi Pemungutan ~ajak Alr T anah sebagaimana 
dimal<sud dalam Pasal 2, dengan mela.,..,nan anlara lain : . 
1. Mengisi fonnulir pendalaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dina9 

Pendapatan Daerah dengan jelas. benar dan lengkap. 
2. Foto copy Kartu Tanda Penc!ucl<Jk (KTP) Pemohon. 
3. Foto copy izin Mendirikan Bangonan (1MB). 
4. roto copy Surat lzin Tempel°""™" (SITIJ). 
5. Foto copy bukti tunas PBB tahun terakhir. 
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BABX/11 

MEKANISIIE DAN PROSEOUR TETAP 

Pasa122 

Mekanisme pemungulan Pajak Air Tanah dengan cara dibayar sendiri 
(Self Assesment) adalah sebagai belikut: 
a. Pendaftaran 

1. Menyerahkan formulir pendaftamn kepada Wajb Pajak selelah 
dicatat dalam Oaftar FOITJlulir Pendaflaran. 

2. Meneri~ dan ~ kelengkapan fOITJlulil' pendaftaran yang 
telah d11s, oleh W9j1b Pajak dan atau yang dibeli kuasa, apabila 
pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, daJam Daflar 
Formutir Pendaftaran diberi tanda dan tanggat penerimaan dan 
selanjutnya dica1at dalam Daftar lnduk Wajib Pajak, Daflar Wajib 
PaJak .... ,~ wtta dibuaU<on Kartu NPWPO. 

3. Apabila belum lengkap persyaratannya, fonnuror lampirannya, akan 
dikembalikan kepada Wajib Pajak secara tertulis untuk 
melengkap;nya 

b. Pendataan 
1. Menyerahkan formul~ pendataan (SPTPD). 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formur.- Pendataan 

(SPTPD) yang telah dlisl oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, 
apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daflar 
SPTPD diberikan taoda dan 1angsal penenmaan, apabila belum 
lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk 
melengkapi. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data dan ke dalarn <laftar SPTPO 
Wajib Pajak Self Assesmenl 

c. Penetapan 
1. Setelah Waji> Pajak membayar pajak 1erutang berdasarlam 

SPTPD dicatat kedalam kartu data. 
2. Membuat Nola Perhitungan Pajak atas dasar kartu dala dan hasil 

pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah 
pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang dipemitungkan dalam 
kartu data. 

3. Apabila pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka diterbitkan 
SKPDKB. 

4. Apabila tidak terdapat selisih anlara pajak terutang dan kredit 
pajak, maka dilerbill<an SKPDN. 

5. Apabila lerdapat lambahan objel< pajak yang eama sebagai akibat 
dilemukannya data baru, maka diterbilkan SKPDKBT. 

6. Apab~a terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka 
diterbitkan SKPOLB. 

7. Setelah peroouatan Nota Perhilungan Pajak, selanjutnya 
menyerahkan kerooafi Kartu Data kepada Unit Kerja Pendapatan. 

8. Menerbitkan Oaftar SKPDKB, SKPOKBT. SKPOLB. dan SKPON 
atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah lefsebut diatas. 

9. Surat ketetapan dilanda tangani oleh Unit Kerja Penetapan atas 
nama Kepala Din& dan Daftar Surat Kete!apan tersebut di atas 
dilanda tarl!j8ni oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing -
masing disiapl<an tanda tenmanya. 

10. Menyerahkan kepada waj<b pajak berupa SKPDKB, SKPDKST, 
SKPDN, kemudian Wajib Pajak menanda tangani masing-masing 
tancra terima <Ian mengembalikannya. 
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11. Jumlah Pajak lelulang dalam SKPOKB dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh liJna 
persen} dari Pokok Pajak dan jumlah pajak terutang dalam 
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasl berupa keoaican sebesar 
100 % (seratus 1)8rsen) dari Pokok Pajak. 

12. Apab~a SKPDKB, Sl<POKBT, SKPDN yang dilerbitl<an tidak atau 
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPDKB, SKPOKBT, SKPDN paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dilerima dapat membenkan 
sanksi adminisll8si berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) liap 
bulan menelbitkan STPD 

Pasa123 

(1) Untuk prosedur penyetorannya, angsuran dan penundaan 
pembayaran. pemboj{uan dan pelaporan, keboratan dan bandi11g, 
penagihan, kegialan pembetulan, pembatafan, pengurangan 
ketehlpan dan penghapusan alau pengurangan sanksi administrasi 
serta pengembalian kelebihan pembayaran, sama dengan 
prosedur pemungutan pajak dengan cara Sistem Ke~ 
(Official Assesment). 

(2) Mekanisme pemungutan Pajak Air T anah berdasarkan cara 
Penetapan (Official Assesment). 
a. Pendaftaran 

1. Mengirim formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah 
dica1at dalam daftar fonnu6r pendaftaran. 

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan fonnulir pendaftaran 
Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib Pajak atau yang 
diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lamp;rannya 
lengkap dalam daflar foonulir pendaftaran diberi 1anda dalam 
Daftar lnduk Wajlb Pajak, Daltar Wajib Pajak pergolongan 
Berta dibualkaan K.artu NPWPO. 

3. Apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum leogkap 
lampirannya, akan dikembalikan kepa.da Wajib Pajak secara 
tertulis untuk melengkapi lampirannya. 

b. Pendataan 
1. Menyiapkan formurir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak 

setetah dicatat dalam daftar SPTPO. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan fonnulir peoldataan 

(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa apabila pergi&iannya benar clan "'"1>irannya lengkap 
dalam daftar formulif pendataan diberi tanda dan langgal 
penerimaan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada 
Wajib Pajak unllA( meleogkapi. 

3. Menc:a1at data Pajak dalarn kam.J data yang selanjutnya 
diserahkan kepada Unit Kelja yang rnembidangi untuk proses 
penetapan. 

c. Penetapan 
1. Membual nota pemitungan Pajak Daerah etas dasar kartu 

data 
2. Menett>itkan SKPD atau SKPDT jika lefdapat tambahan objek 

pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru alas 
dasar nota pelhitungan Pajak Daerah dan membuat daftar 
SKPDISKPOT. 
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3. SKPOISKPOT dilanda tangani oleh Kepata Unit Ke,ja 
Penetapan alas nama Kepala Dinas dan daftar SKPD atau 
SKPDT ditanda tangani oleh Unit Ke,ja yang membidangi 
penetapan dan disiapkan tanda terimanya. 

4. Menyerahkan copy daftar SKPD atau SKPOT kepada Unit 
Ke,ja yang membidangi pembukuan pe,""lna .. n. penagihan 
dan program. 

5. Menyerahkan SKPO atau SKPDT kepooa Wajib Pajak. 
6. Apabila SKPO atau SKPDT yang dilelbitkan tidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waldu paling lam 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPD atau SKPDT diterima dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua pe,sen) liap 
bulan dengan menerbitkan SPTPO. 

d. Penyetoran 
Penl/etOran P,ij,,k Daenah metalui B<lnk ~ te«liri dari : 
1. Bank Sumsel yang disediakan di kan1or Oispenda Kola 

Palembang dergan Kode Rekening N0010r : 150-30-00001 . 
P~oran yang lelah divalidasi didlstribusikan kepada 
Bendahara Khusus Penerima (BKP). BKP Dispenda 
be<tugas : 
a BKP mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah 

divalidasi dan dicatat datam buku pembantu penerimaan 
sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan 
selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum. 

b. Bendahara Khu&us Penerima secara periocflk (bulanan) 
rnenyiapkan laporan realisasi penenmaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan diketahul oleh Kepala Dinas. 

c. Didistribusikan ke Unit Kerja le!1<ait sebagal laporan. 

2. Penyetoran melalui Kas Daerah pada Bank Sunsel Cabang 
Palembang Jalan Kol. Atmo dengan Kode Rekening 
Nomor : 150-30-00001 terdiri dari : 
a. Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak disertai 

dengan media surat ketetapan dan media penyetoran 
SSPD dan bukti setoran Bank. 

b. SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah, 
maka lembar pertama dari SSPO dan bukti setoran Bank 
diserahkan kambaM ke Wajjb Pajak. 

c. 2 (dua) lembar lindasan SSPD dikirim oleh Kas Daerah ke 
Bendahara Khusus Penerima Dines Pendapatan Daerah 
yang dilampiri bukti seto<an 8a<1k. 

d. Bendahara Khusus Penefima, setelah menerima media 
penyetoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat. ~n 
dijumlahkan dalam buku pembanhl penenmaan se,enrs 
melalui Kas Daerah dan selanjutnya dibukukan datam Buku 
KasUmum. 

e. Bendahara Khusus Penerima secara period)( (bulanan) 
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas. 

f. Didis1ribusikan ke Unit Kerja terkait sebagai laporan. 

•· Angauran clan Penundaan Pembayaran 
1. Angsuran Pembayaran 

a. Menertma surat pe""Ohonan angsuran dari Wajil> P31ak. 

\ 
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b. Mengadakan penelitfan untuk dijadikan bahan dalam 
persetujuan peljanjian angsuran oleh Kepala Oinas 
Pendapatan Oaerah. 

c. Membuat surat perjanjian angswan/penolakan angsuran 
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, dan apabila 
petmohonan disetujui selanjUlnya dibuatkan Oaltar Surat 
Perjanjian Angsuran. 

d. Menyerahkan Surat Perjanfian Angsuran / Penolakan 
angsuran kepada Waiil> Pajak dan Oattar Surat Perjanjian 
Angsuran kepada Unit-unit lain yang ter1<ait. 

2 . Penundaan Pembayaran 
a. Menerima surat. permohonan penundaan pembayaran dari 

Wajlb Pajak. 
b. Mengadakan penelitian untuk dijadlkan bahan dalam 
~ persetujuan penundaan pembayan,n olett 
Kepala Oinas. 

c. Membuat surat persetujuan penundaan pembayaran / 
penolakan penundaan pembayaran yang ditanda tangani 
oleh Kepala Dinas, apabia permohonan disetujui dibuatkan 
daftar persetujuan penundaan. 

d. Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran 
kepada Wajb Pajak dan daftar persetujuan penundaan 
kepada unit-unit lain yang ter1<alt. 

f. Pembukuan clan P.,_po,n 
1. Pembukuan dan Penetapan 

a. Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom penetapan 
yang tersedia 1118s dasar SPTPO Wajlb Pajak SeK 
Assesmen~ daftar SKPD, daftar SKPOT, daftar SKPDN, 
daftar SKPDLB dan daftar STPD. 

b. Mencatat kedalam buku Wajib Pajak sesuai NPWPD dari 
Wajib Pajak masing - masing pada kolom penetapan yang 
tersedia atas dasar SKPD, SKPDT, SKPOKB. SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, dan STPD. 

c. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah tetcalat dengan 
memberi t10010< urut file. 

2. Pembukuan Pene<imaan 
a. Mencatat ke dalaln bultu ]e,\is pajak pada kolom penetapan 

yang terse<la atas dasar buku penerimaan sejenis dan 
daftar bukti pemidahbukuan. 

b Mencatat kedalam buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWP 
. dari Wajib Pajak pada kolom penyetoran yang tersedia atas 

dasar validasi dari SSPO dan bukli pemindahbukuan. 
c. Mengarsip4<an atau menyimpan seluruh dokurnen yang 

telah dicalal dengan memberi nomor urut file. 

3. Pelaporan 
a. Membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah alas 

dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan 
perjenis pajak den daftar tunggakan Wajib Pajak._ 

b. Membuat laporan realisasi setoran masa (Sistem Self 
AssesmentJ. 

g. Keberatan dan Banding 
T. Penyelesaian Keberatan 

a. Menerlma surat permohonan keberalan dar1 Wajib Pajak. 
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b. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak, 
ditel~i dan diperiksa kembaO, dibuat laporan hasil 
penelitian. 

c. Laporan ke Kas Daerah untuk diteliti dan dipeltimbangkan 
apakah pe11110honan keberatan dapat diterima atau tidak. 

d. Menyampailcan berkas keberatan Wajib Pajak disertai 
Pertimbangan Kepala Dinas kepada Waikola untuk 
pembuatan Kel)utusan, baik penefimaan atau penolakan 
terhadap keberatan yang diadukan oleh Wat1b Pajak 
tersebut. 

e. Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berupa menerima 
seluruhnya atau sebagaian, menolak atau menambah 
pajak terutang. 

2. Banding 
Apabila Wajib Pajak yang belsangkutan masih merasa tidak 
puas alas Surat Keputusan Walikota mengenai keberatan 
yang diajukan, maka Wajib Pajak yang bersangkutan masih 
mempunyai hak unluk mengajukan permohonan banding 
kepada Sadan Penyelssaian Sengl(eta Pajak (BPSP) "'3SUai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

h. Penagihan 
1. Penagihan dengan Surat Teguran 

a. Membuat Daftar Surat Tegu!lln Waji> Pajak 7 (tujuh) hari 
setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran. 

b. Menerbitkan Surat T eguran. 
c. Menyampaikan/Penyerahan Surat T eguran kepada Waji> 

Pajak yang befSangk.utan. 

2. Penagihan dengan Surat Kuasa 
a. Membuat daftar Surat Paksa untuk Wajlb Paj.lk yang 

setelah lewat waklu 21 (dua puluh satu) hari setelah 
tanggal Surat T eguran belum menyetorkan pajak terutang. 

b. MenerMkan Surat Paksa dari daftar Surat Paksa. 
c. Mengirimkanlmenyerahkan Surat paksa kepada Wajib 

Pajak yang ber&angkutan melalui Juru Sita Pajak. 

3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan : 
a. Membuat daftar Surat Pefintah Melaksanakan Penyitaan 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 
2 x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa. 

b. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
c. Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita dengan menyegel 

barang-banlf'9 milik Waji> Pajak yang boleh disita menurut 
perundang-undangan yang dirinci pada Belita Acara 
Pelaksanaan Sita. 

4. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang 
a. Membuat daftar Surat Permintaan Pelaksa.naan Lelang 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 
sampai dengan berakhimya batas waktu 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan. 

b. Memeriksa hari. tanggat dan jam pelelangan yang disebJjui 
oleh Kepala Dinas dan permintaan penegasan kepada 
Sadan Urusan Plutang dan Lelang Negara (BUPLN). 

c. Menylapt<an berkaS penyitaan Wajib Pajlll< yang 
bersangkutan dan pengumuman telang. 
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d. Pelaksanaan lelang sesuai dengan hati, tanggal dan jam 
yang telah ditentukan. 

5. Pencabutan Penyilaan dan Pengumuman Lelang 
a. Mambuat daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib 

Pajak yang telah melunasi hutang pa]aknya sesudah 
penerbi1an Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai 
dengan sebelum pengumuman lelang. 

b. Panerbitan Surat Pencabulan Penyitaan. 
c. Pelaksanaan pencabutan penyilaan dengan pembuatan 

Berita Acara Pencabutan Penyitaan. 
d. Mambuat_laporan pelaksanaan pencabutln peny;taan. 
a. Monitoring panyetoran Wajib Pajak seperti butir 1 di atas 

untuk mengelahul Wai,1b Pajak yang telah meJunasi hutang 
pajaknya sesudah pengumuman lalang sampai dengan 
sehA!um pelaksanaan lelong. 

f. Pambuatan daftar Surat Pancabutan Pengumuman Lelang. 
g. Penerbitan Surat Pencabutan Pen91.111uman lelang. 
h. Mengirim/rnenyerahkan Surat Pencabutan Peng1.111uman 

Lelang oleh Juru Sita Pajak. 

6. Kegiatan Penagihan dengan Surat Pelintah Saketika dan 
Selcaligus : 
a. Membuat daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus {SPPS dan S) unluk Wajib Pajak yang belum 
menyetor. 

b. Menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus (SPPS dan S) dari Dafter Surat Perintah 
Penagihan Sekebl<a dan Sekafogus. 

I. Kegiatan pernbentulan, pembatalan, pengurangan bmtapan 
clan penghapuaan atau pengurangan sankal adrnlnlstraai : 
a. Menerirna surat pe,rnohonan pernbetulan, pembalalan, 

pengurangan ketetapan. dan penghapusan alau pengurangan 
sank.si adrninistrasi dali Wajib Pajak. 

b. Menelm kelengkapan pennohonan pembetulan. pembatalan. 
pengurangan l<etetapan, dan penghapman alau pengurangan 
sanksi administrasi Wajib Pajak, setelah dilakukan penelitian 
dan bila per1u dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan hasil 
penelitian. 

c. Menyampalkan laporan hasij penelilian kepada Kepala Dinas 
alas pem1ohooan Wajib Pajak. berupa Surat Keputusan 
Penolakan apabila permohonan <fitolak dan Surat Keputusan 
Pembetulan apabila pennohonan di1e<irna. 

d. Mernbuat Surat Keputusan yang ditanda 1angani oleh Kepala 
Oinas alas permohonan Wajib Pajak, berupa Surat Keputusan 
Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan 
Pembetulan 8jlllbila permohonan diterima. 

e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak. dengan 
ternbusan kepada Unit Ketja Penetapan dan Unit Ketja 
Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah. 

j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran : 
a . ~ &urat pe,moho,""" pengembalian keleblha,, 

pembayaran pajak. melakukan pemeriksaan dan mernbuat 
laporan pemeriksaan ditanda tangani oleh Pelugas dan Wajib 
Pajak. 
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b. Mencatat ke kar.u data, selanjutnya diserahkan kepsda Unit 
Kelja perhitungan untuk dilakukan perhltungan penetapan 
kelebihan pembayaran pajak. 

c. Memperhitungkaa dengan utang/tunggakan pajak yang lain. 
Apakah punya utang atau tidak, kemudian dibuat Nota 
Perhitungan. 

d. Setelah diperhltungkan dengan utang pajak yang lain temyata 
keleblhan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan 
utang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima 
bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran 
kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya 
SKPDLB tidak difsrbltkan. 

e. Apabila utang pajak setelah dlperhitungkan/dikompensasikan 
dengan kelebihan pembayaran pajak temyata leblh, maka 
Wajib Pajak akan menerima bukti pemiodahbukuan san 
sebagal bukti pembayaran/kompenoaei don SKPDLB harus 
diterbitkan. 

f. Setelah menerima SKPDLB dari Unit Kerja Penetapan 
diproses untuk dtterbltkan SPMKPD dan ditanda tangani oleh 
Walikota. 

g. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran psjak 
sesuai SPMKPD dengan menerbltkan SPMU. 

(3) Mekanisme dan Prosedur Tetap pemungutan Pajak Alr Tanah 
adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan 
Peraturan ini. 

BAS XIV 

PENUTIJP 

P•al24 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk~n 
pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berna 
Daerah Kota Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 'l>o ~are• 2011 

A PALEMBANG, 

·~-92:IVTA OA!RAH KOTA PAlfM:8AM:3 
TAHUN 2&11 MOM0R '?, g 



( I 

' '· 

N( !ENIS USAIIA 

1 U11h1 IComersJI : 
· Hotel 
· Perumahln 
• CUclan Mobil/ Motor 
• Rumah Saldt 
• dll 

r/'<I' '.;.. 
ri t.:. ,~ 
I · "F l '" l~--

l1 ~AFit 
'.\ "to .. 

, ,(~ 

IAMPIRAN I PEMTURAH WAUKOTA PAUMIANG 
NOMOII : 18 TAIIUN 2011 
TAHGGAL : \0 l:."IMtT 2011 
TENTANG : TAltl Pl!IIHll'UNGAN NIIAl Allt TANAH 

IIAFTAR JtNIS USAIIA, HARGA IIA5AII, FAKTOR PERHITUNGAN SEJn"A URAIAN l>AN INDt!ICS 

HARGADASAR 
IM11 

Rp. 500,• / (M') 

p' 201f 

""' I:~ 
Thalnrh,11'4 

FAnOfl PERHfflJNGAN 

1. Jenls Sumber Air 

2. Lokasl Sumbor Air 

3. TuJuan l'eng1mbll1n/ 
Pemanfeat1n 

4. Volume Air 

S. Kuallt,s Air 

Tlnakat kerusakan 
llnpunaan aldblt 
pengambllen alrtaoah 

81:itrtAOAERAHKOTA ML.blBAHa 
TAHUN201j NOIIOII ,C 

UIWAN INOIQ 

AlrT,nah . 

a. Pemutdman 3 

b, lnduot~ 2 

c. Perklntonn 1 

Untulc Kom0f$II 

NrTtn■h 

a. BIik 
b, Sedang 
t;. Rendah 

1. 8e11r 
b. Sedans 
c. Kedl 

3 
2 
1 

s 
3 
1 

;;----..;;.: 
.#"\. ' If // ~ /. .. 

t1/ .;,( ,!_ '". , 
•t.~• 1 ~---

(;,.! ~l~1 r,, 
I "l~-,.~• '•. •:~, = 1/-.,. /./ 

' / · - (> .,,,. ·•., . e-,, ,, ,.'? 
~.:.::--,.~r 

UTEIIANGAN 

Untut Menentubn 
lndeb MenqunalcH 
Sbla 1-S 

!TANA PUTllA 
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W AJIB PAJAK 

PENGAMBILAN 
KELEBIHAN PEMBAY ARAN 

LA.t\lPJ'RAN D PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : 1,8 TARUN 2011 
TANCCAL : ~ "'1~T 2011 
TENTANC : PEJi5VARATAN,MEKANlSMEDANPROSEDURTETA.P 

PEff!NGUTAN PAJAK AIR TANAH 
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